
2. Undong-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Pemerintahan di Daerah : 

3. Undmg-u~ Nomor 12 Tcnm 1985 tentang R::ljak &.mi 
don Bangunan: 

l. Undang-Lmdang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan 
Pemerintoh Nomor 32 Tahun 1950 Tentang pembentukon 
Daerah-daeroh Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Tengoh : . 

Menggiflgat 
.. 

Bahwa Anggaran Pendapatan don Belanjan Daerah 
Katx.p:Jten Dali II Rembcllg Tarun 1996/1997 Per1u d tetapkon 
dengan Peraturan Daerah Sesuoi Dengan Pasal 64 ayat (2) 
Lkldang-undang Nomor 5 Tahun 197 4; 

Menimbang 

PF .. NETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH 
KABL'PATF.N DAER.All TINGKt\1' II REMBANG . 

TAHUN ANGGARAN 1996/ 1997 

UF.NGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

Bl 'PATI KEPALA DAER.AH TINGKAT II KE.MBA.NG 

TEN TANG 

PERATl 'RA....._. DAERAII KABUPATE."" DAERAH TINGKAT II REMBA."ff; 
NOMOR I TAHUN 1996 

LEMBARA."l DAERAll 
KABUPAl'El"I l)t\ERAH TINGKAT IL IIB.MBA!'-C. 

NO.MOR l TAHlJN 1996 SERI .I> No. l 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang 
Pengurusan,Pertanggunjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pernerintoh Nomor 6 Tahun 1 9 7 5 tentang Cara 
Penyusunan Anggaran Pendopoton dan Belanja Daerah. 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (LNRI Tahun 197 5 Nomor 6) : 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata 
Cara Penyediaan dan ~nyaluran Subsidi Gaji don Pensiun 
Bagi Daerah Otonom ; 

7. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor l l Tahun l 9 7 5 
Tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran 
~ndapatan don Belanja Daer ah. Felaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daer ah don ~nyusunan Perhi1ungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah : 

8. Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 11 Tahun 1978 
tentang ~laksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan 
Material Daerah: 

9. Pamturan Menteri dalam Negeri Nornor 8 Tahun 1978 
tentang ~nerimaan sumbangan Pihak ketiga Kepada 
Daerah; 

l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1 9 7 9 
tentang pelaksanaan pengelolaan Barang don Material 
Daerah: 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun l 985 
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 
don Bangunan ; 

12. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 
tanggc:il 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Kel.X:lngan 
Daerah: · .· 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 70-360 tanggal 
28 Oktober 1981 tentang Progran Perroinoon Daerah dan 
~ngendalian Kridit Anggaran; 

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 
1981. tanggal 24 Desember 1 981 Tentang Manual 
Administrasi ~ndapatan Daerah : 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG 
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997 

3 

Menetapkan 

Mendengar .. 

Memperhatika~ 

1 ~> Keputusan Menteri Dolorn f~cgeri Nornor 911 fahun 1984 
tentang Langkah-langkah pertama Pensinkronisasian 
Anggaran Pendapatan don Belanja Negara ; 

16. Keputusan Menten Dalam I\Jegeri Nomor 51 Tahun 1985 
Tanggal 31 Desember 1995 tentang Petunjuk Pengelolaan 
Pendapatan daerah Hasil PBB ; 

17. Kepjlusan Menteri Odam Negen Nanor 903-269 tanggal 
3 Maret l 986 tentang Penyempurnaan Bentuk don 
Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3 79 tanggal 
1 l April 198 7 tentang Penggunaan Sitim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran don Belanja Daerah serta Petunjuk 
Terknis Tata Usaha Keungan Daerah ; 

19. Kepuutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 
tanggal 19 januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk 
don Susunan Pendapatan Daerah ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan don Belanja 
daerah (APBD) ; 

1 . Suat Menter! Dalam Negeri l'!oma 903/4,4/PtOD tangga! 
1 Pebruari 1996, Perihal pcdoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan don Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/ 
1997; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor l 5 
Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
1ingkat II Rembang. 

l. FBmbicaraan daiam Rapat Fbnitia Ar iggaran tanggal 18- 
27 Maret 1996; 

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 1996 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

MEMUTUSKAN 



Peraturan Doerah ini berloku setelah mendopot Pengesohan dari Pejabat yang 
berwenang don beilaku rnulai tanggal l April l 996 

Pasal-pasal yang okon dilakukan penggeseron sesuai Peraturon Perundang 
undangan yang berlaku adaloh sebagaimano daftar terlampir. 

Pasal 5 

Pasal 4 

(1) Rincion dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lompiran A. 
(2) Rincioo lebih larM don ketentuan tersebut poda Fasci 2 dmuat dalom lcmpiron 

A 1 .A. 11/R. don A.11/P. 
(3) Rincion sebagoimano dimoksud ayat ( 1) don (2) posal ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

Rp. 1.125.948.000,00 
Rp. 0,00 

Rp, 1. 125. 948.000,CX) - 

Rutin 
· Pembangunan 

Jumloh Urusan Kas Perhitungan adalh sebagai berikut : 
a. PENDAPATAN : 

- Pendapatan .. Rp. 1.125.948.000,00 
b. BELANJA : 

Pasal 2 

Rp. 11.663. 719.000,00 
Rp.10.929.214.000.00 

Rp. 22.592.933.000,00 

Jurnlah Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Tahun Anggaran terdiri dari 
a. PENDAPATAN : 

- Pendapatan : Rp 22.592.933.000,00 
b. BELANJA : 

Ruhn 
- Pembangunar. 

Pasal 1 
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lr.SLAMET PRAWIRO 
PEMBINA TINGKAT I 
NIP. 500 042 180 

Sekretaris Wilayah/Daerah 

Diundangkan dalam lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah lingkat II Rembang 
Nomor l Tahun 1996 Seri D Nornor l 
pada tanggal 29 Mei 1996. 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubernur KOH. Tingkat I 

JawaTengah 
Nomor : 903/522/1996 
Tanggal : 22 mei 1996. 

Drs. H. WACHIDI RIJONO SOGENG SARWONO 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
REM BANG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II REMBANG 
KE TUA 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 29 Maret 1996 

- 5 - 

T 


